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Abstrak - Salah satu upaya Pemerintah guna memperlancar kegiatan 
pengembangan fungsi Kawasan Sabang, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 
Sabang menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 
2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan 
Sabang yang salah satu pelimpahan kewenangannya adalah pada Bidang 
Penanaman Modal. Kedua peraturan ini dikeluarkan dengan tujuan memperlancar 
fungsi kegiatan penanaman modal di Kawasan agar dapat berjalan maksimal. 
Namun dari hasil penelitian, ditemukan masih ada beberapa faktor kendala dan 
hambatan pelaksanaan penanaman modal tidak berjalan maksimal seperti 
kurangnya  kemampuan SDM secara internal BPKS dan sarana infrastruktur 
penunjang investasi, kondisi kemanan yang belum kondusif, kesulitan dalam 
menarik minat investor, kurangnya kenyamanan dalam berinvestasi, letak regional 
Kawasan yang belum strategis serta belum dijadikannya Kawasan Sabang sebagai 
daerah tujuan investasi. 
Kata Kunci: Penanaman modal, Kawasan Sabang, kendala, hambatan. 
 
Abstract - One of the government efforts to stimulate the activity of Sabang’s 
regional development function is done through the Act Number 37, 2000 
regarding the Establishment of the Government Regulation Replacing the Act 
Number 2, 2000 regarding the Free Trade Area and Free Port of Sabang 
becoming the Act and the Government regulation number 83, 2010 on the 
Distribution of the Government Authority to Sabang Regional Board which is one 
of the authorities given is in the field of Capital Investment. Both regulations are 
issued in order to boost the capital investment function in the region hence it can 
run maximally. However, the research shows that there are some hurdles in the 
capital investment for instances lack of human resources of BPKS, and supporting 
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infrastructures are, insecure, lack of effort to attract investors, lack of confortable 
condition, the position that is not strategic and the region has not been targeted as 
the capital investment region. 
Keywords: capital investment, Sabang, Region, Hurdles 
 
PENDAHULUAN 
Menurut Ida Bagus Rahmadi Supancana: investasi merupakan suatu 
kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (natural person) maupun badan 
hukum (judicial person) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau 
mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (cash money), 
peralatan (equipment), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual maupun 
keahlian.
1
 Kegiatan usaha yang dijalankan pada dasarnya bertujuan untuk 
meningkatkan pembangungan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang melibatkan 
pihak swasta, baik yang berasal dari penanaman modal asing maupun modal 
dalam negeri mempunyai peranan penting dalam kegiatan perekonomian, karena 
bagaimanapun juga pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan tingkat penanaman 
modal, maka untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan pula 
tingkat penanaman modal yang tinggi.
2
  
Sebelum memutuskan menanamkan modalnya, investor biasanya terlebih 
dahulu melakukan studi kelayakan (feasibility study) tentang prospek bisnis yang 
akan dia jalankan, termasuk hal yang diteliti adalah ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang terkait dengan investasi yang akan ia jalankan. Hal 
yang menjadi masalah bagi investor adalah jika kerugian yang dialami bukan 
karena salah mengelola perusahaan, akan tetapi tidak adanya perlindungan hukum 
yang jelas, baik terhadap modal yang ia tanamkan maupun terhadap barang yang 
akan diproduksi.
3
 
Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal dikemukakan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk 
kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun 
oleh penanaman modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Republik 
                                                             
1
 Ida Bagus Rahmadi Supanca, Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di 
Indonesia, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, 2006, hlm 2. 
2
 Aloysius Uwiyuno, Implikasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 
Terhadap Iklim Investasi, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 5 Tahun 2003, hlm 9. 
3
 Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm 170. 
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Indonesia. Selaran dengan hal tersebut, dasar hukum pembentukan Kawasan 
Sabang adalah melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang 
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-
Undang. Dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 
disebutkan bahwa Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 
yang selanjutnya disebut dengan Kawasan Sabang adalah suatu Kawasan yang 
berada didalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak 
pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai. Kemudian 
dalam Pasal 1 angka 2 nya juga dijelaskan bahwa Kawasan Sabang adalah 
kawasan yang meliputi Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, 
Pulau Seulako dan Pulau Rondo), Pulau Breuh, Pulau Nasi dan Pulau Teunom 
serta pulau-pulau kecil disekitarnya yang terdapat di dalam batas-batas koordinat 
tertentu yang ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. 
 Letak Kawasan Sabang yang unik dan khusus menjadikan posisinya begitu 
sentral karena dapat dijadikan sebagai pintu gerbang bagi arus masuk penanaman 
modal baik barang dan jasa yang berasal dari luar negeri yang berguna bagi 
peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu, Kawasan tersebut dapat 
juga difungsikan sebagai sentral pengembangan industri yang sarat teknologi, 
yang dapat memberikan manfaat di masa depan dan juga pengembangan industri-
industri masa depan dengan nilai tambah yang lebih tinggi, serta dapat pula 
berfungsi sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran hasil produksi dari dan ke 
seluruh wilayah Indonesia serta negara-negara lain. Mengingat letaknya tepat pada 
jalur kapal laut internasional dan Asia Selatan, maka Kawasan Sabang dan 
gugusan pulau-pulau disekitarnya dapat pula menjadi pusat pelayanan lalu lintas 
kapal internasional.
4
 Selain itu, untuk menunjang kelancaran iklim investasi di 
Kawasan Sabang, pemerintah juga sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada 
Dewan Kawasan Sabang. Untuk menjalankan tugasnya guna pengembangan 
                                                             
4
 Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 
tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. 
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daerah Kawasan Sabang, maka Dewan Kawasan Sabang (DKS) membentuk 
Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Pengelolaan Kawasan Sabang saat 
ini dilakukan oleh BPKS dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada 
DKS. Dalam Pasal 5 PP 83 Tahun 2010 tersebut menjelaskan bahwa terdapat 9 
kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 4 PP 83 Tahun 2010 diantaranya: bidang 
perdagangan, bidang perindustrian, bidang pertambangan dan energi, bidang 
perhubungan, bidang pariwisata, bidang kelautan dan perikanan serta bidang 
penanaman modal. 
 Khusus dalam bidang penanaman modal, pemerintah berwenang 
mengeluarkan izin: Pendirian sistem pelayanan satu atap (one stop services) di 
bidang penanaman modal,Izin penggabungan perusahaan (merger),Izin 
mendirikan kantor perwakilan perusahaan asing, Surat persetujuan penanaman 
modal (PMDN dan PMA), Izin lain yang berkaitan dengan koordinasi, 
perencanaan, penetapan dan pemberian izin penanaman modal (PMA dan 
PMDN); usulan pemberian insentif fiskal dan pemberian insentif 
nonfiskal,penyelenggaraan kegiatan promosi penanaman modal dalam dan luar 
negeri; penyelenggaraan kerja sama penanaman modal dalam dan luar negeri; 
penetapan sistem pelaporan, sistem dan prosedur pelayanan penanaman modal dan 
yang terakhir Angka pengenal impor terbatas (APIT).
5
 
Selain aspek kepastian hukum, baik penanam modal asing maupun 
penanam modal dalam negeri akan mempelajari faktor lain terlebih dahulu untuk 
menentukan sikapnya dalam menanamkan modalnya. Anna Rokhmatussa’dyah 
sebagaimana dikutip oleh Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa setiap 
penanam modal terutama penanam modal asing akan dipengaruhi oleh: 
1. Sistem politik atau ekonomi negara yang bersangkutan; 
2. Sikap rakyat dan pemerintahannya terhadap orang asing dan modal asing; 
3. Stabilitas politik, stabilitas ekonomi dan stabilitas keuangan; 
4. Jumlah dan daya beli penduduk sebagai calon konsumennya; 
5. Adanya bahan mentah atau bahan penunjang untuk digunakan dalam 
pembuatan hasil produksi; 
6. Adanya tenaga buruh yang terjangkau untuk produksi; 
                                                             
5
 Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Kewenangan 
Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang. 
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7. Tanah untuk tempat usaha; 
8. Struktur perpajakan, pabean, dan cukai;dan 
9. Peraturan perundang-undangan dan aspek kepastian hukum yang 
mendukung jaminan akan usaha yang dijalankannya.
6
 
 
Sebagaimana hal tersebut yang telah diuraikan di atas, letak kawasan 
Sabang dan juga sektor-sektor pendukung kawasan ini seperti sektor 
kepelabuhanan, sektor industri-perdagangan, sektor pariwisata, dan sektor 
perikanan yang seharusnya dapat menjadikan Kawasan sabang ini sudah menjadi 
salah satu daerah tujuan investasi. Berdasarkan hal tersebut, Penanaman modal 
baik yang dilaksanakan oleh pemilik modal asing maupun dari pemilik modal 
dalam negeri haruslah selalu mempunyai manfaat dan keuntungan tersendiri bagi 
masyarakat atau tempat di mana penanaman modal itu dilaksanankan. Keuntungan 
adanya penanaman modal antara lain adalah meningkatkan lapangan pekerjaan 
dan juga meningkatkan penerimaan sumber negara dari pajak yang disetorkan 
oleh pihak penanam modal serta adanya alih teknologi. Bagi pemilik modal asing, 
keuntungan mereka berupa aliran deviden dari hasil usaha dimana modal 
ditanamkan.
7
 Namun kenyataannya jika kita melihat kondisi dan situasi di 
Kawasan Sabang, Kawasasan tersebut masih memiliki beberapa kendala dan 
hambatan yang menyebabkan investasi belum dapat berjalan secara maksimal di 
kawasan ini, hal tersebut diperlihatkan dari belum maksimalnya pengembangan 
beberapa sektor andalan dalam mendukung arus investasi di Kawasan ini. 
Dalam hal penanaman modal, terdapat beberapa teori yang dapat dijadikan 
sebagai pisau analisis dalam menganalisis permasalahan penanaman modal, antara 
lain: 
Pertama, Teori Kewenangan, Ateng syarifuddin berpendapat mengenai 
perbedaan istilah antara kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa 
yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan 
yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu 
                                                             
6
 Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia,  
Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm 266. 
7
 Suparmono Irawan, Ekonomi Pembangunan, Edisi 5, BPFE, Yogyakarta, 1996, hlm 87. 
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“onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam istilah kewenangan8 
terdapat wewenang-wewenang (rechtsbevoegdheden). Wewenang merupakan 
lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya 
meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi 
wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta 
atribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 
Selain itu, J. G. Bouwer dan A.E. Schilder, menyatakan: wewenang atribusi 
merupakan suatu wewenang baru, tetapi pada delegasi merupakan pelimpahan 
wewenang yang sudah ada sebelumnya, yang pada umumnya didahului oleh 
wewenang atribusi, sedangkan pada mandat, tidak terjadi pelimpahan wewenang 
apapun, tetapi penerima mandat bertindak atas nama pemberi mandat. 
Demikian halnya dengan pelimpahan kewenangan yang terjadi di Kawasan 
Sabang, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 
menyebutkan bahwa pelimpahan kewenangan adalah pengalihan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan tertentu di bidang perizinan dan kewenangan lain dari 
pemerintah Pusat Kepada Dewan kawasan Sabang (DKS) yang diperlukan untuk 
melaksanakan pengusahaan Kawasan sabang sebagai Kawasan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas, di mana salah satu kewenangan yang dilimpahkan 
kepada DKS dari Sembilan kewenangan adalah pada bidang penanaman modal.
 Kedua, Teori Investasi, teori ini dipelopori oleh John Dunning, Teori ini 
menjelaskan bahwa untuk terjadinya investasi diperlukan 3 (tiga) pilar utama, 
yaitu: Ownership (kepemilikan modal), Location Determinant (lokasi tempat 
tujuan investasi) dan Internalization (internalisasi). Ketiga pilar ini dirangkai 
dalam sebuah singkatan, yaitu O-L-I theory. Ownership adalah faktor kepemilikan 
modal, dimana modal ini dimiliki oleh pihak pemilik modal (investor), baik 
investor dalam negeri maupun investor asing. Sebuah perusahaan tidak akan 
berinvestasi di negara lain jika biaya produksi terlalu tinggi. Motivasi utama yang 
mendorong sebuah perusahaan berinvestasi di luar negeri adalah untuk 
mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dengan kata lain, perusahaan akan 
berinvestasi di luar negeri jika keuntungan yang diharapkan lebih tinggi dari biaya 
                                                             
8
 Ateng Syarifuddin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan 
Bertanggungjawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm 
22. 
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produksi.
 9 
Lokasi tempat investasi. Faktor ini berhubungan dengan suatu potensi 
alami pasar yang bersangkutan.Tujuan investasi yang ditawarkan investasi bagi 
para investor negara tuan rumah bagi perusahaan asing yang melakukan investasi 
di negara tersebut. Faktor lingkungan termasuk dukungan sumber daya alam, 
sumber daya lingkungan, pertumbuhan ekonomi, kondisi sosial, pertumbuhan 
ekonomi, biaya tenaga kerja, penegakan hukum, kestabilan politik, institusi 
pemerintahan, kebijakan pemerintah, peraturan pemerintah, dan sistem perpajakan 
yang merupakan pilar penentu yang ikut memberi pengaruh besar bagi investor 
dalam membuat keputusan investasi
10
 dan yang terakhir Internalisasi. Pilar 
internalisasi ini berkaitan dengan rasionalisasi mengapa investor tersebut 
menanamkan modalnya di tempat lain dimana perusahaan asal berhak mengontrol 
perusahaannya di tempat investasi berlangsung.
11
 
Ketiga, Teori Kepastian Hukum, J.D. Ny. Hart yang memberikan 
penjelasan bahwa sistem hukum dapat berperan dalam pembangunan ekonomi 
pertama dengan adanya beberapa unsur yaitu:
12
 Pertama, Prediksi 
(Predictiability), yakni agar hukum dapat menciptakan kepastian. Dengan adanya 
kepastian, investor dapat memperkirakan akibat tidakan-tindakan yang akan 
dilakukannya dan memiliki kepastian tentang bagaimana pihak lain akan 
bertindak. Kedua, Stabilitas (Stability) yaitu peranan negara yang dikuasakan 
melalui hukum dalam rangka menjaga keseimbangan untuk mencapai suatu 
tujuan. Keseimbangan ini meliputi kepentingan individu, kelompok dan 
kepentingan umum yang dikaitkan dengan tantangan yang sedang dihadapi baik 
dalam negeri maupun luar negeri.  Investor mau datang ke suatu negara akan 
sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik (politic stability). Terjadinya konflik elit 
politik atau konflik masyarakat akan berpengaruh terhadap iklim investasi. 
 
 
                                                             
9
 Azhari Yahya, The Location Determinant and Provincial Distribution of Foreign Direct 
Investment in Indonesia, Research Project paper, Crawford School of Economics and Government, 
Australian National University, 2007, hlm 11. 
10
 Ibid, hlm 12. 
11
 Ibid, hlm 13. 
12
 Suparji, Penanaman Modal Asing di Indonesia Insentif Versus Pembatasan, Jakarta, 
Universiatas Al-Azhar, 2008, hal 15. (Dalam Tesis  Hur Young Soon, Perlindungan Investor 
Asing Dalam Hukum Penanaman Modal Asing Indonesia dan Korea Selatan, Universitas 
Indonesia, 2012 hlm 28. 
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METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini bersifat deskriptif 
analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang mengacu pada 
norma-norma hukum yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat. Yuridis 
empiris yang dimaksud pada penelitian ini adalah berusaha melakukan 
pendekatan terhadap asas-asas hukum dalam menganalisa permasalahan yang ada. 
Menaganalisis hukum sebagai gejala masyarakat atau perilaku yang berpola. 
Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian tesis ini dilakukan 
dengan cara mengumpulkan informasi data dan penemuan dari lapangan, baik 
informasi yang berasal dari responden maupun dari informan melalui studi 
pengamatan dan wawancara guna mendapatkan kejelasan terhadap fakta-fakta 
yang terjadi di lapangan. Sifat deskriptif analitis dalam penelitian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat serta menelaah dan 
menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.Analitis diartikan sebagai kegiatan menganalisa data secara komprehensif 
dan ditujukan untuk membatasi kerangka studi pada suatu pemberian. Suatu 
analisis atau suatu klasifikasi tanpa secara langsung bertujuan untuk membangun 
atau menguji hipotesa-hipotesa atau teori-teori.
13
 Oleh karena itu, secara langsung 
penelitian ini memaparkan mengenai bentuk pelaksanaan penanaman modal di 
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Berdasarkan dari letak Kawasan serta peluang dan potensi yang ada di 
Sabang, tidak salah jika Sabang memiliki potensi sentral yang menjadikan Sabang 
sebagai pintu gerbang bagi masuknya arus investasi, barang atau jasa dari luar 
negeri yang pada akhirnya bertujuan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat 
Aceh pada umumnya dan warga Sabang pada khususnya. Secara letak posisi 
geografis sebenarnya Sabang berpotensi untuk mengubah pola pertumbuhan 
ekonomi secara nasional karena secara geografis letak Kawasan Sabang 
berbatasan langsung dengan negara-negara asing dengan tingkat aksebilitas yang 
tinggi dengan negara-negara tersebut. Dilihat dari beberapa sumber yang menjadi 
                                                             
13
 Alvi Syahrin, Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan 
Pemukiman Berkelanjutan, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003, hlm 17. 
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kendala berinvestasi ada beberapa poin penting yang sangat mempengaruhi 
pengusaha atau investor untuk menanamkan modalnya di suatu tempat, antara 
lain: Pembenahan Kebijakan dan Implementasi Investasi, Masalah dan Hambatan 
Birokrasi, Ketidakpastian Dalam Interpretasi dan Implementasi Otonomi Daerah, 
Sumber Daya Manusia dan Permasalahan Kebijakan Ketenagakerjaan, Tingkat 
Korupsi yang Masih Tinggi, Kurangnya Insentif Bidang Pajak Maupun Non-
Pajak, Rendahnya Jaminan dan Perlindungan Investasi, Lemahnya Penegakan dan 
Kepastian Hukum,  Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga dan permasalahan lain 
terkait dengan investasi adalah masalah stabilitas politik dan keamanan yang 
relatif rentan terjadi seperti Aceh dan Papua. Hal ini sangat berpengaruh pada arus 
investasi yang akan masuk ke daerah tersebut.
14
 
 Berdasarkan hal tersebut di atas, terdapat beberapa poin pokok berkaitan 
dengan kendala pelaksanaan penanaman modal di Kawasan Sabang, diantaranya 
adalah: pertama, jika ditinjau secara yuridis, sebenarnya sudah tidak ada lagi 
hambatan bagi para pelaku bisnis untuk menanamkan modalnya di Sabang. Hal 
ini didukung oleh PP Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan 
Kepada Dewan Kawasan Sabang. Peraturan ini jelas bertujuan untuk 
memperlancar kegiatan pengembangan Kawasan Sabang terutama dengan 
dilimpahkannya Pada bidang penanaman modal sendiri, pihak BPKS telah 
mendirikan sistem pelayanan satu atap (PTSP BPKS) yang mempunyai tugas 
untuk mempermudah birokrasi bagi calon investor di Kawasan Sabang. Seperti 
mengenai pengurusan Izin Prinsip, yang biasanya diurus melalui Badan 
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diurus oleh pengusaha ke Jakarta, 
namun hari ini segala hal terkait investasi langsung dapat diurus melalui PTSP 
BPKS9 (sembilan) bidang kepada DKS yang salah satunya adalah pada bidang 
Penanaman Modal. Namun kenyataannya, masih sedikit sekali realisasi investasi 
yang masuk kewasan ini. Kedua walaupun perekrutan pegawai internal dari BPKS 
sendiri belum lah sesuai dengan bidang-bidang yang dibutuhkan, yang pada 
akhirnya menyebabkan kinerja BPKS belum bisa berjalan maksimal. Artinya 
walaupun potensi fisik Kawasan Sabang sangat bagus namun jika kelengkapan-
kelengkapan SDM dan kesisteman belum berjalan maksimal maka akan sulit 
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 Fu Handi, beritadaerah.co.id, sepuluh permasalahan investasi di Indonesia, di akses pada 
tanggal 7 September, pukul 10.30 WIB. 
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untuk membuat kawasan ini berkembang. Ketiga, untuk mengundang minat 
investor berinvestasi bukanlah hal yang semudah membalikkan telapak tangan. 
Diperlukan upaya yang serius, sistematik, terintegrasi dan konsisten untuk 
menanamkan kepercayaan investor menanamkan modalnya di Wilayah host 
country, Artinya memang aspek kepastian hukum dan gagasan lembaga 
pemerintah terutama Pemerintah Kota sabang  memiliki kontrol dan harus 
menjamin hal-hal yang akan dilakukan oleh investor harus stabil dan berjalan 
lancar, dan mampu membuat perubahan terutama terkait dengan investasi yang 
pada akhirnya menuju kesejahteraan masyarakat. Keempat, kurang tersedianya 
sarana infrastruktur juga menjadi hambatan investor untuk menanamkan 
modalnya di Sabang. Sara infrastruktur sendiri berkaitan dengan termasuk akses 
jalan menuju tempat-tempat tertentu. Walaupun saat ini, dari pihak BPKS sendiri 
sedang mengusahakan membuka jalan ke daerah-daerah terpencil tertutama 
daerah yang menjadi tujuan pariwisata. Namun tetap harus didukung sarana 
lainnya, seperti lampu untuk penerangan jalan, rambu-rambu lalu lintas di 
kawasan tersebut, karena pada umumnya jalan di  Sabang berkontur, berkelok dan 
berbukit-bukit, maka akan sangat bahya sekali jika rambu dan sarana penerangan 
jalan ini tidak benahi. Selain itu ketersediaan air bersih dan listrik di Kawasan 
Sabang yang belum mampu untuk menampung beban kebutuhan jika ada investor 
yang ingin berinvestasi dalan kategori besar. 
 Selain terdapat kendala internal pengembangan penanaman modal di 
Kawasan Sabang, juga terdapat beberapa kendala eksternal untuk mewujudkan 
iklim investasi yang baik di Kawasan ini, beberapa hambatan masuknya investor 
kesuatu daerah adalah salah satunya karena iklim penanaman modal yang belum 
maksimal khusus di Kawasan Sabang kerangka pikir yang digunakan untuk 
pengembangan kawasan ini bertitik tolak pada pemanfaatan sumber daya alam 
serta posisi geografis yang dimiliki Kawasan Sabang. Namun sebenarnya masih 
terdapat beberapa hambatan dalam mewujudkan strategi pengembangan kawasan 
tersebut, antara lain: 
1. Kawasan Sabang berada di wilayah ujung barat NKRI yang relatif belum 
tersentuh dengan intensitas pembangunan, artinya Kawasan Sabang belum 
optimal dikembangkan. 
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2. Kondisi kinerja investasi Kawasan Sabang yang rendah, walaupun 
penetapan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 
telah berjalan selama 5 tahun. 
3. Ketergantungan terhadap pendanaan dari pemerintah (Pusat dan Daerah) 
yang tinggi mengingat kebutuhan akan investasi prasarana fisik dan 
kelengkapannya memerlukan biaya yang sangat besar, sehingga tidak 
mungkin dipikul sendiri oleh BPKS. 
4. Kawasan Sabang hanya memiliki potensi fisik, namun kelengkapan-
kelengkapannya seperti SDM dan kesisteman masih harus dibangun dan 
diisi oleh suatu organisasi khusus yang betul-betul memberikan komitmen 
penuh bagi pembangunan Kawasan Sabang secara mandiri. 
5. Kawasan Sabang memerlukan kesiapan kelembagaan yang dalam waktu 
singkat harus mampu bertaraf internasional, sehingga ia dapat secara 
jangka pendek sudah mulai memberikan peran sesuai dengan fungsi yang 
akan dikembangkan dalam master plan Kawasan Sabang. 
6. Kawasan Sabang harus dapat diintegrasikan dalam sistem kepelabuhanan 
yang ada diwilayah Indonesia, bahkan harus dapat dikaitkan secara 
internasional dengan wilayah-wilayah pelabuhan internasional lainnya 
dengan mengikuti standar IMO seperti standar ISPS Code dan persyaratan-
persyaratan kelestarian lingkungan bagi kawasan di eksploitasi secara 
besar-besaran. 
7. Memerlukan perhatian khusus dan rencana jangka panjang yang dapat 
dijabarkan dengan tahapan pembangunan, dimana akan dapat 
mengantisipasi dampak lingkungan yang merugikan secara jangka 
panjang, sehingga Kawasan Sabang dapat berkembang secara benar dan 
berkelanjutan.
15
 
Berdasarkan uraian tersebut, makan terdapat beberapa hambatan secara 
eksternal yang mempengaruhi fungsi pengembangan penanaman modal di 
kawasan ini, yaitu:  
Pertama Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Sabang masih belum 
mengeluarkan regulasi yang sangat penting dan harus dibentuk oleh pemerintah 
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 Master Plan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 2007-2021, 
Op.Cit, hlm 8. 
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yaitu regulasi terkait dengan Peraturan Daerah atau Qanun. Walaupun secara 
nasional Pemerintah telah membentuk berbagai macam regulasi untuk mendukung 
kelancaran invesrasi di Kawasan Sabang, namun tetaplah perlu Pemerintah Kota 
Sabang membentuk Qanun untuk memperjelas fungsi Kawasan Sabang ini, 
terutama Qanun Pariwisata. Saat ini, Kota Sabang sendiri sedang berkosentrasi 
penuh dalam pengembangan bidang pariwisata, karena daya tarik Sabang memang 
sangat di pengaruhi oleh keindahan bahari nya. Oleh karenanya untuk 
menyelaraskan usaha pemerintah dalam memngembangkan bidang pariwisata 
ataupun penanaman modal di bidang pariwisata, maka lebih baik untuk 
membentuk Qanun ini.  
Kedua adalah kondisi keamanan yang belum cukup kondusif, sebagaimana 
yang telah diketahui bersama bahwa Kawasan Sabang yang terletak di ujung 
Barat Indonesia memang memiliki tingkat keamanan yang lebih baik di 
bandingkan dengan daerah-daerah Aceh lainnya. Namun, praktek yang terjadi di 
lapangan masih terdapat pungutan-pungutan tak resmi yang kadang dilakukan 
kepada pihak investor. Hal ini yang paling membuat para pelaku usaha enggan 
menanamkan modalnya di Kawasan ini. Karena pada dasarnya para pihak 
penanam modal, sangat enggan mengeluarkan biaya-biaya tidak resmi kepada 
pihak-pihak di luar pemerintah. Untuk itu, praktik-praktik seperti ini 
menyebabkan investasi sulit berkembang di Kawasan Sabang.  
Ketiga, faktor kenyamanan berinvestasi, Jika melihat kondisi Kawasan 
Sabang secara keseluruhan, maka Kota Sabang ini dapat di katakan telah aman 
namun belum cukup nyaman, hal tersebut karena ketertiban dari masyarakatnya 
belum diwujudkan secara optimal. Tertib yang dimaksud disini, termasuk dengan 
kegiatan penjagaan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan 
untuk menciptakan suasana kebersihan dan keindahan kota. Dan juga tertib 
terhadap pemeliharaan terumbu karang dengan tidak merusaka atau melakukan 
pengeboman liar untuk menangkap ikan, karena diketahui bahwa wisata andalan 
di kawasan Sabang adalah potensi baharinya dan yang terpenting adalah di 
dukung dengan smart tourism yang juga tidak kalah pentingnya. Di mana turis-
turis yang berkunjung ke Sabang juga di harapkan mampu menghormati budaya 
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lokal yang berlaku di daerah tersebut dan juga mampu menjaga lingkungan sekitar 
mereka.  
Keempat, walaupun secara global letak Kawasan Sabang sangat strategis 
bagi pelayaran-pelayaran internasional untuk singgah di kawasan ini, namun 
secara letak regional masih agak sulit di jangkau, seperti perencanaan agar 
komoditi unggulan di Aceh akan di ekspor via Sabang. Tetapi secara kacamata 
pengeluaran biaya transportasi akan lebih ekonomis jika di bandingkan komoditi 
unggulan tersebut jika di ekspor via pelabuhan Lhokseumawe atau Medan, karena 
jarak tempuh dari daratan ke Sabang akan memakan waktu dan biaya yang banyak 
karena harus menyeberang pulang dan hal tersebut pastilah akan sulit bagi 
eksportis untuk mengeekspor komoditi unggulan mereka via Sabang. 
  Kelima, Kawasan Sabang belum masuk daerah tujuan investasi, banyak 
hal yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Terutama soal income. Pastinya pihak 
investor yang menanamkan modal di suatu tempat ada keinginan untuk 
mendapatkan keuntungan dari modal yang di tanamkan tersebut, sedangkan 
Sabang sendiri masih belum siap untuk hal tersebut dan masih dibutuhkan banyak 
promosi investasi agar calon investor mau menanamkan modalnya tentunya harus 
didukung oleh kesiapan sarana dan prasara infrastruktur terlebih dahulu Untuk itu, 
mengapa masih banyak investor yang enggan menanamkan modalnya di Kawasan 
Sabang, dengan jumlah uang yang menjadi income mereka termasuk kecil namun 
memiliki resiko tinggi dalam ber investasi. Salah satu pengamat investasi Sabang 
bapak Musliyadi Syamaun juga menambahkan, jika di lihat dari ilmu 
kebencanaan, posisi Sabang terletak pada lintasan ring of fire, artinya jalur 
lintasan gunung api aktif, sehingga investor lebih memilih keselamatan terhadap 
modalnya, dan lebih memilih menginvestasikan modalnya di tempat lain yang 
lebih aman seperti batam, karena batam tidak dilalui oleh patahan-patahan yang 
menyebabkan bencana terjadi.
16
 
Pakar hukum investasi Bapak Mawardi Ismail menambahkan: “bahwa 
secara yuridis sebenarnya sudah tidak ada kendala, persoalannya saat ini adalah 
terletak pada hambatan psikologis misalnya sering adanya benturan-benturan 
kepentingan,contohnya ketika masuk barang ke Kawasan Sabang masih terdapat 
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 Musliyadi Syamaun, Dosen pada Universitas Muhamadiyah Aceh, Komentar pada media 
sosial pada Tanggal 15 september 2016. 
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campur tangan dari pihak bea dan cukai dan yang kedua adalah persoalan 
ekonomis, artinya persoalan yang secara yuridis tidak ada masalah, secara 
ekonomis menguntungkan tetapi secara realitas tidak dimungkinkan. Contohnya 
dulu pernah ada perusahaan galangan kapal dari Belanda, dan pada waktu itu oleh 
mentri BUMN untuk di bangun di Sabang, tetapi ketika melihat lapangan, 
merekan memerlukan dataran yang luas sedangkan Sabang kondisi lapangannya 
berbukit dan itu tidak memungkinkan. Artinya kondisi lapangan itu sendiri 
menyebabkan investasi menjadi terhambat. Dari sisi yuridis, hambatan yang 
masih ada adalah dalam bidang kelautan dan perikanan. Karena sampai dengan 
sekarang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kebijakan, Norma, 
Standar dan Prosuder belum ada, sehingga untuk ini BPKS sebagai institusi yang 
memberikan izin belum bisa melaksanakannya. Padahal, hal tersebut sudah lama 
di proses dan pada level teknis sudah selesai, dan seperti diketahui bahwa bidang 
kelautan dan perikanan itu merupakan salah satu sektor unggulan yang ada di 
Kawasan Sabang dan mempunyai prospek yang bagus sekali serta didukung 
kawasan lapangan yang memungkinkan untuk pengembangan investasi pada 
bidang tersebut”.17 
 
KESIMPULAN 
Adapun yang menjadi kendala serta hambatan dalam pelaksanaan 
penanaman modal di Kawasan sabang adalah: Pertama, kendala secara internal 
dari BPKS yaitu kemampuan SDM yang belum mumpuni dalam menunjang 
investasi yang disebabkan perekrutan awalnya tidak sesuai dengan bidang-bidang 
yang dibutuhkan. Kedua, kurangnya infrastruktur termasuk akses jalan-jalan ke 
wilayah tertentu yang masih belum nyaman untuk dilewati termasuk rambu-
rambu lalu lintas dan juga sarana pendukung lainnya seperti sarana penerangan, 
listrik, air bersih dan fasilitas publik pendukung lainnya. Ketiga, kondisi 
keamanan yang belum kondusif, dimana masih terdapatnya praktek-praktek 
pungutan liar yang menyebabkan investor enggan menanamkan modalnya di 
Kawasan ini. Keempat, sulitnya mengundang investor agar mau berinvestasi di 
Kawasan Sabang karena disebabkan aspek politik, ekonomi dan juga daya dukung 
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 Wawancara dengan Bapak Mawardi Ismail, Pakar Hukum Investasi Aceh, pada Tanggal 
10 oktober 2016, Pukul 10:00 WIB. 
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masyarakat Kawasan Sabang yang dirasakan belum begitu memberikan dukungan 
maksimal untuk berinvestasi di Kawasan Sabang. Kelima, faktor kenyamanan 
berinvestasi, dimana pihak investor masih menemukan kesulitan dalam 
beradaptasi dengan kearifan lokal dan menghormati budaya-budaya yang hidup di 
masyarakat khususnya di Kawasan Sabang. Keenam, walaupun secara glolal 
Kawasan Sabang strategis bagi pelayaran-pelayaran internasional, mamun secara 
letak regional kawasan ini masih agak sulit dijangkau, yang terakhir Ketujuh 
Kawasan Sabang belum termasuk daerah tujuan investasi, hal ini disebabkan 
Sabang dianggap belum siap sepenuhnya untuk menjadi tuan rumah bagi para 
investor karena daya dukung infrastruktur, kelembagaan serta kondisi masyarakat 
yang masih belum memberikan rasa aman dan nyaman bagi para investor untuk 
berinvestasi di wilayah ini. 
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